BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Secara deskriptif dari hasil model pengukuran (measurement model) semua

variabel menunjukkan bahwa indeks persentase variabel (kelembagaan

masyarakat, dukungai dayaan masyarakat, dinamika

2. Secara analitik dapat’ diSwaphikas b ubungan faktor pemberdayaan
masyarakat, kelembagaan masyarakat, dukungan stakeholders, dinamika
kelompok tani, dan partisipasi petani terhadap pengelolaan hutan rakyat yang
berkelanjutan sebagai berikut: 1) Pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan
dipengaruhi oleh kelembagaan masyarakat, partisipasi petani, sedangkan
dukungan stakeholders tidak berpengaruh dengan koefisien determinasi (R?)
sebesar 68,7%, 2) Partisipasi petani dipengaruhi dinamika kelompok, dan
dukungan stakeholders, sedangkan kelembagaan masyarakat tidak berpengaruh
dengan koefisien determinasi (R®) sebesar 56,9%, 3) Dinamika kelompok
dipengaruhi oleh kelembagaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, sedangkan

dukungan stakeholders tidak berpengaruh dengan koefisien determinasi (R?)
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sebesar 50,4%, dan 4) Pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh kelembagaan
masyarakat dan dukungan stakeholders dengan koefisien determinasi (R?) sebesar
49,4%.

3. Berdasarkan hasil pengujian statistik menggunakan SEM PLS ditemukan model
pengelolaan pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan yang menunjukkan adanya
hubungan langsuna dan tidak langsuna yana signifikan. Hubungan langsung,

yaitu: kelembagaan masyarakai#fMgarii 'SI petani, sedangkan hubungan tidak

dinamika kelom ok, 2)% dukungan stakeholders, dan
%il a0tfian model struktural dengan

langsung, yaitu:

pemberdayaan
10 indikator , 2) Average R-squared
(ARS), 3) A era@k VI Fg# jusied R-squared (AARS),

B. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoretis

Peran penting kelembagaan masyarakat ditunjukkan oleh adanya komitmen
masyarakat yang tinggi dari pandangan masyarakat bahwa: a) hutan rakyat adalah
warisan nenek moyang yang harus dijaga kelestariannya, b) hutan rakyat bukan
sekedar kebun kayu yang bernilai ekonomi, tetapi keberadaan hutan rakyat adalah
dapat menunjukkan jati diri masyarakat. Menurut Armitage dan Plummer (2010)
strategi adaptasi merupakan mekanisme penyesuaian diri di mana masyarakat
mempunyai kemampuan sistem sosial secara sosial-ekologi dalam menghadapi dan

merespon perubahan dari faktor internal dan eksternal.
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Adaptasi dilakukan sebagai sebuah strategi untuk menanamkan kesadaran
bahwa hutan rakyat harus dilakukan pengelolaan dengan memasukkan aspek
lingkungan. Peran hutan rakyat pada lingkungan sangat dibutuhkan sebagai katup
penyelamat ekologi sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang berkelanjutan.
Strategi tersebut dilakukan untuk mengatasi adanya kelangkaan hukum/ aturan dan
teori perilaku oportunisme (opportunistic behavior) yang mengarah pada perubahan

hak kepemilikannya (alih fungsi lahan).

masyarakat dan mg & i i dalagn Pémgelolaan hutan rakyat yang
peran” s berbasis kebutuhan.

ahaman persepsi dan

motivasi stakeht Ao roualem r@deng proyek konservasi dan

secarafluas diakui sebagai suatu
antara proses alami, keb¥je
sumber daya, serta peningka
komunikasi, dan kerjasama antara berbagal aktor utama dalam sistem, dan menilai
kepentingan ekonomi masing-masing dalam sistem sehingga didapatkan fondasi
untuk tata kelola hutan yang baik (Grimble and Chan, 1995; Hjortso et al, 2005;
Nichiforel, 2011).

2. Implikasi Metodologis

Dalam pengelolaan hutan rakyat yang keberlanjutan perlu dilakukan pendekatan
dengan disiplin ilmu yang lainnya karena sejarah dan luasnya permasalahan dalam

pengelolaan hutan rakyat yang keberlanjutan. Keberlangsungan pengelolaan hutan
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rakyat perlu dipertahankan karena hutan memiliki kepentingan untuk memenuhi
kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa datang.

3. Implikasi Praktis

a. Prilaku petani dalam pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan merupakan bentuk
komitmen (kepatuhan) petani dan masyarakat terhadap lingkungan alam

kehidupannya dan keadaan kelgmgbagaan masyarakat yang sangat mendukung

terciptanya ikli ang kondusif dalam prakiik pengelolaan hutan rakyat

ekonomi dapat dikembangka® dengan memperluas konsep kelembagaan
koperasi tunda tebang sebagai bentuk akomodasi bagi masyarakat yang sangat

membutuhkan untuk kebutuhan hidup yang mendesak.

c. Alternatif lainnya adalah diperlukan pengembangan ekosistem usaha yang
dapat memberikan kepastian dalam inovasi usaha diversifikasi di lahan
hutannya dan penciptaan lapangan kerja diluar hutan rakyatnya untuk
mengurangi tekanan terhadap lahan hutan rakyatnya. Pengembangan usaha
yang dilakukan tidak dapat bertahan lama dikarenakan hanya bersifat
insidensial dan tidak menyelurun memperlakuan diversifikasi inovasi usaha

sebagai suatu sistem yang utuh.



305

d. Hutan rakyat, masyarakat, dan lingkungannya memiliki potensi untuk
dikembangkan menjadi objek wisata berbasis lingkungan alam dan berbasis
budaya terutama keramahan masyarakat (budaya masyarakat) di kawasan
hutan. Masyarakat perlu dilakukan edukasi untuk mempertahankan nilai-nilai
keunggulan budaya lokal (penghargaan kepada alam, tata-krama/ unggah-
ungguh, sopan-santun, dan potensi lokal lainnya) yang dapat mempertahankan

masyarakat dan hutan tanpa menolak perubahan yang dapat meningkatkan

an dukungan banyak

bahwa keterlibatan

Dijakan. Pemerintah desa,

dimiiikinya senhingga akan memperikan insentif pagi masyarakat untuk
melaksanakan pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan. Disamping itu perlu
dilakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan manajemen
pengelolaan hutan rakyat, mengingat selama ini terjadi perubahan-perubahan
pengelolaan hutan rakyat dan permasalahan hubungan administrasi dan
hubungan fungsional dari keberadaan hutan sering terabaikan.
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C. Saran

1. Bagi Masyarakat, kelembagaan masyarakat dan dukungan stakeholders
merupakan dua variabel eksogen (bebas) yang mempengaruhi pemberdayaan
masyarakat dan partisipasi petani. Kedua variabel perlu ditingkatkan dan
dikembangkan untuk keberhasilan pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan.
Peningkatan dan pengembangan ide dan inovasi dapat dipergunakan sebagai

strategi sehingga dapat menampufg,perubahan karena kebutuhan perkembangan

zaman (ilmu peng€tahuan dan teknologi)' URtuk kehidupannya (khususnya

iinya sebagai modal dasar

2. Bagi Pergugtian I, Lem@laga SwRdaya

en@@t

kyat dan kesediaan masyarakat
untuk melakukan pengelofaan Witan rakyat berkelanjutan, perlu meningkatkan
peran dukungan stakeholders dengan mempertimbangkan kebutuhan
masyarakat dan hutan. Berdasarkan pada keterbatasan tenaga pendamping
(penyuluh kehutanan, penyuluh kehutanan swadaya, dan tenaga pendamping
dari lembaga swadaya masyarakat) dan semakin banyaknya permasalahan
dalam pembangunan hutan rakyat maka perlu melakukan pengkaderan dari
masyarakat untuk ikut serta aktif serta memperbaiki teknis pengelolaan hutan
rakyat. Pengelolaan tersebut melibatkan secara teknis dari aparat Desa sampai
Propinsi serta instansi yaitu Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan

Kabupaten/ Propinsi dan Dinas yang terkait.
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b. Mengingat pentingnya keberadaan hutan rakyat bagi masyarakat di kawasan
hutan serta lingkungan yang lebih luas, perlu dilakukan pemantapan kawasan
hutan untuk menghindari alih fungsi hutan melalui Peraturan Daerah dan
Kebijakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Di samping itu diperlukan
adanya kebijakan untuk pengembangan kawasan hutan rakyat sesuai dengan
potensi sumberdaya yang ada (industri kerajinan, kuliner, wisata alam dan

budaya, dan sebagainya).




